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PEMERINTAH KOTA BEKASI
NINAS PENT}IDTKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. 021-8825243 Kode pos l7l 13
E-Mail, r, *ff y,{ #'i@*hoo 

c orn

KEPUTUSAN DIITAS PENDIDTI(Afr

NoMoR : \lt.to l t2b -fiyv l{\t ltots
TENTAI{G

rz${ PETSDIRIAII SATUAN PAUD I{ELOMPOIi BERMAIN tKB}3'EDELUIEISS''

WALIKOTA BEI{ASI,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD) yang terprogram, efektif dan efisien
dipandang perlu diselenggarakan dalam bentuk Satuan
PAUD Kelompok Bermain;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor :

42 1 . rc I A38 / Dik. 3 I I. III I 2A 15 tentang Berita Acara Tim
Verifikasi Ijin Pendirian Satuan PAUD Kelompok
Bermain Edeiweiss tanggal O3 Agustus 2O15 perihal
izirr pendirian perlu ditetapkan dengan Keputusan
Walikota.

1. Undang-t"Indang Nomor I Tahun 1996 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 111, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nonnor 3663);

2. Undang-Undang No3mor 16 Tahun 2001 tentang
Yayasan (Leinbaran Negara Repubiik Indonesia Tahun
2001 Norsor 112, Tambah.an Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nornor 4132) sebagairnana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2OO4
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor L6
Tahun 2001 tentang Yayasan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor l" 15, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor aa30);

3. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2OO3 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lernbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor  SOI);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2AH tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nornor 244, Tambahan
Lembaran lt{egara Republik Indcnesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang l{omor 2 Tahun
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2Ol4 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2AV tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OOS tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44961
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2O13 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standard Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5a1O);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OAT tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi. dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OAT Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a737\;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
PengeloLaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nornor 5105), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OLA Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58
Tahun 2AOg tentang St5.ndar Pendidikan Anak Usia
Dini;

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2OO8
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi
{l,embaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2008 Nomor 3
Seri E);

10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nornor 06 Tahun 2008
tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah
Kota Bekasi Tahun 20OB Nomor 6 Seri D) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kota Bekasi Nomor 1O Tahun 2Ol4 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi
Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota
Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2Ol4
l'{omor 10 Seri D).
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Memperhatikan

KETIGA

KEEMPAT

- -,,-:L a 4-'

: 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
84 Tahun 2Ol4 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Anak Usia Dini;

2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 13 Tahun 2003
tentang Tata Cara Pernberian Rekomendasi Pendirian
Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi (Berita
Daerah Kota Bekasi Tahun 2Ol3 Nomor 13 Seri E);

3. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 33 Tahun 2A14
tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendiciikan
.Ienjang SekoiahlMadrasah Pendidikan Nonformai
Informal dan PAUD di Kota Bekasi (Berita Daerah Kota
Bekasi Tahun 2014 Nomor 33 Seri E);

Menetapkan

KESATU Izin Pendirian kepada Satuan PAUD Kelompok Bermain
Edelweiss Yayasan Sinar Putih Edelweiss di Edelweiss
Building Lapangan Tenis No.18A Jatibening Estate
Kecarnatan Pondok Gede Kota Bekasi untuk
menyelenggarakan program pendidikan Satuan PAUD
Kelornpok Bermain.

Setelah Keputusan lzin Pendirian ini diterbitkan maka
satuan PAUD wajib melaporkan penyelenggaraan
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, paling
sedikit 3 (tiga) tahun sekali melakukan daftar ulang.

Apabila terjadi pelanggaran dalam penyelenggaraan
Satuan PAUD Kelompok Bermain yang tidak sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, maka izin Pendirian
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan
ditinjau kembali.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

KEDUA

Ditetapkan di Bekasi
ag6ltrg 2OtS

PEI{DIDIKAT{,

pada 6

Tembusan Yth :

1. Dirjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebr.rdayaan di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
3. Walikota Bekasi (sebagai laporan);
4. Camat Kecamatan Pondok Gede;
5. Kepala UPTD PNFI Kecamatan Pondok Gede.
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